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PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWORE'IO

ilort,tbn?r rAHUN 2o2o TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN

PEIIEOEXET HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA

PEIICBOEHEN DAN PENGENDALIAN COROIVAYIRUS DISEASE 20 19

DI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORRIO'

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksr
Presiden Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Peningkatan

Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

dalam dan Cotonauints
Diseose 2079 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 4 Tahun 2O2O tentxrg Pedoman Teknis
Peraturan Kepala Daerah Dalam

Rangka PeneraPan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai UPaYa dan

Corcnauints Disease 2019 di Daerah,

telah ditetaPkan Peraturan BuPati Purworejo Nomor

61 Tahun 2O2O tenta:lry PeneraPan Disiplin dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai

Upaya Pencegahan dan Coronauiru.s

Dtsease 2019 di KabuPaten Purworejo, sebagaimana

telatr diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo

Nomor 80 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas

Peraturan BuPati Purworejo Nomor 61 Tahun 2020

tentang PeneraPan Disiplin dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan Sebagai UPaYa dan
Corcnnvints Disease 2019 di

I(abupaten Punrorejo;

b.

.l

t
1

I0I,

perlu diubah;
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c bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam
perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b
diperlukan pengaturan yang diatur dengan
Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin
dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corcnavirus
Disease 2079 di Kabupaten Purworejo;

Mengrngg.t

Menetapkan

1.

2.

3.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indoneeia Tahun 1950 Nomor 54);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 61

TAHUN 2O2O TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN

PENEGAKKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
COROIVAYIRUS D/SEIISE 2019 DI KABUPATEN

PURWORE.JO.
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Paeal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61
Tahun 2O2O tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upa,ya Pencegahan dan Pengendalian
Cotonavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo (Berita Daeralt
Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 61 Seri E Nomor 57),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor
80 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworg'o
Nomor 61 Tahun 2O2O tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan

Corcnavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 8O Seri E Nomor 70),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakryat Daerah dalam Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo yang menangani urusan Pemerintahan Daerah di
bidang kesehatan.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur

7. Gugus Tugas
Pemerintahan Desa.

atau yang disebut dengan nama Lain adalah unit
pelaksana percepatan penanganan Coronauirus Disease 20 1 9.

8. Gugus Tugas Penanganan Coronauints Di.sea.se 2O 1 9
Tingfut Kabupaten atau yang disebut dengan nama Lain, yang
selaqjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten, adalah unit
peLaksana percepatan penanganan Corcnauirus Disease 2019 di
Daerah yang dibentuk oleh BuPati.

9. Gugus T\rga.s Percepatan Penanganan Corcnauiru.s Awea.se 20 1 9
Tingfuat Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, yang
selanjutnya disebut Gugus Tugas Kecamatan, adalah unit
pelaksana percepatan penanganan Corcnauints D,seo,se 2019 di
wilayah Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.

10. Gugus Tugas Percepatan Coronauirus Dtsease 2O 7 9
Ting!<at Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, Yang
selanj utnya disebut Gugus Tugas Kelurahan, adalah unit
pelaksana percepatan penanganan Coronauirus Ats,ease 2019 di

lr
1-) I

ed

wilayah Kelurahan yang dibentuk oleh Lurah.
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11. GugUs Tugas Percepatan Penanganan Coronauiru.s Disease 2019
Tingkat Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang

selanjutnya disebut Gugus Tuga$ Desa, adalah unit pelaksana

percepatan penangan a1 coronoqiru" Disea.se 2ol9 di wilayah
Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.

12. Pelaku Usaha adalatr setiap ordng perseorangan atau badan

usatra, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-salna melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai

bidang ekonomi.
13. Coronauitus Disease 2079, yang selanjutnya disebut Couid-l9,

adalah penyakit menular jenis q*" yang belum diidentifikasi
sebelumnya pada manusia yang disebabkan oleh Seuere Acute

Re s piratory Sg ndro me - C o rona Virus' 2 .

14. Protokol Kesehatan adalah seranglkaian kegfutan ytrq berkaitan
dengan aturan kesehatan sesqai dengan konsep adaptasi

kebiasaan baru dalam melakukan aktivitas kehidupan sosial

dan berkegratan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar

dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan couid-l9.
15. Karantina adatrah proses menglrangi resiko penularan dart

identifikasi dini couid-l9 melalui: upaya memisatrkan individu
yang sehat atau belum memiliki $ejala coui.d-l9 tetapi memiliki
riwayat kontak dengan pasie4 konfirmasi Couid-l9 atau

memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi

transmisi lokal.
l6.Isolasi adalah proses mengurarlgi risiko penularan melalui

upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah

dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala couid-l9 dengan

masyarakat luas.
L7. Thermo gun adalatr alat pengukur suhu objek dengan metode

non-invasive atau tidak menyentuh objek yang diukur, alat ini
mendeteksi suhu pada dahi untuk mengestimasi suhu tubuh
seseorang.

18. Aplikasi Pedulilindungi adalah aplikasi yang dikembangkan

untuk untuk membantu instalsi pemerintah terkait dalam

melakukan pelacakan untuk
Coronauints Disease (Couid- 1 9).

menghentikan PenYebaran
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2. Ketentuan huruf b Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib
dan mematuhi Protokol Kesehatan dengan

ketentuan:
a. orang perseorangan:

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang
menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar
rurnah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui
status kesehatannya;

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan
air mengalir;

3. pembatasan inGraksi ftsik (phgsiel distancing); dan
daya tahan tubuh dengan menerapkan

Peritraku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
atau

penanggungiawab tempat dan fasilitas umum:
1. melakukan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan

berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan
pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-
19;

2. menyediakan sarana cuci
diakses dan memenuhi

pakai sabun yang mudah
atau penyediaan canran

pembersih tangan (

4.

b. Pelaku Us$a dan pengelola,

dan pemantauan
yang akan beraktivitas di

4. pengaturan jaga
5. melakukan

berkala;
pembersihan dan disinfeksi lingkungan secEua

6. menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang
beresiko dalam penularan dan tertulamya Covid- 19; darr

7. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk
mengantisipasi penyebaran Covid- 1 9.

8. Aplikasi Pedulilindungi atau aplikasi lain
yang ditentukan oleh Pemerintah untuk melakukan skrining
terhadap setiap pengunjung dan pegawai/ karyawan yang
masuk kepada tempat dan fasilitas umum yang dikelola,
diselenggarakan dan menjadi tanggung jawabnya.

3. Ketentuan ayat (21 Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Pembatasan interalsi frsik (phgsical distancing) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3 dilakukan dengan
menjaga jarak antar orang paling sedikit I (satu) meter.

3. melakukan identifikasi
kesehatan bagi setiap
lingkungan ke4'a;

;8
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(2) Pengaturan jaga jarak sebagaimC.na dimaksud dalam Pasal 7
huruf b angka 4 dilakukan dengari ketentuan:
a. mempeihatikag pengaturan jgmlah orang sesuai _dengan

level 
- di wilayah penerapan Pemberlakuap Pembatasan

Kegiatan Masyarai<at (pprM yang ditetapkan oleh
Pemerintah; dan

b. penerapan pembatasan interaksi fisik (physical distan'cing)'

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangftan.

Kabupaten Purworejo.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengUndangan

PJraturan Bupati -ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

(

Ditetapkan di Punvorejo
pada tanggal 15 lotsrral 2122

BUPATI PURWORFJO)
q

(4cus BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal f 5 hurrsf ate2

t sprnprARls DAERAH PURWORE,"IO,

e SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORSJO
TAHUN 2022 NOMOR 5 SERI E NOMOR t
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